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Abstract: Legal protection of the economic rights of song copyright holders in Indonesia. This 

study examines the issue of economic rights protection for song copyright holders in Indonesia, 

amidst the challenges of piracy and detrimental copyright infringement. With the aim of 

analyzing the implementation and challenges faced based on Law Number 28 of 2014 

concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. This study uses a 

normative juridical approach with a descriptive analysis method. The results of the study 

indicate that although the legal framework has provided strong exclusive rights for creators, 

the reality on the ground is still marked by rampant piracy and detrimental copyright 

infringement. These findings contribute to understanding the gap between regulations and law 

enforcement practices, and highlight the importance of collective efforts in increasing public 

awareness and the effectiveness of law enforcement. The limitation of this study lies in its focus 

on the aspect of economic rights protection in Indonesia, not including comparisons with other 

jurisdictions. The originality and significance of this study is to provide an in-depth analysis of 

the urgency of strengthening the song copyright protection system in the digital era, as an effort 

to maintain a creative climate and justice for creators.  
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Abstrak: Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta lagu di Indonesia, 

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas 

lagu di Indonesia, di tengah tantangan pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang merugikan. 

Dengan tujuan menganalisis implementasi dan tantangan yang dihadapi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan 

hak eksklusif yang kuat bagi pencipta, realitas di lapangan masih diwarnai oleh maraknya 

pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang merugikan. Temuan ini berkontribusi pada 

pemahaman mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik penegakan hukum, serta 

menyoroti pentingnya upaya kolektif dalam meningkatkan kesadaran publik dan efektivitas 

penegakan hukum. Batasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada aspek perlindungan hak 

ekonomi di Indonesia, tidak mencakup perbandingan dengan yurisdiksi lain. Orisinalitas dan 
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arti penting penelitian ini adalah memberikan analisis mendalam tentang urgensi penguatan 

sistem perlindungan hak cipta lagu di era digital, sebagai upaya menjaga iklim kreatif dan 

keadilan bagi para pencipta. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Hak Cipta, Lagu, Royalti. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia, yang memanifestasikan identitas kolektif 

dari berbagai suku, bahasa, dan agama, merupakan aset nasional yang fundamental untuk 

dilindungi. Kekayaan intelektual ini lahir dari kapasitas kognitif manusia yang mampu 

menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta karya seni melalui proses kreatif yang 

kompleks. Oleh karena itu, setiap eksplanasi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk nyata 

selayaknya memperoleh apresiasi dan penghargaan hukum yang memadai sebagai bentuk 

pengakuan atas kontribusi intelektual penciptanya (Gulo, 2025). 

Seiring dengan partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama internasional, seperti 

keanggotaan dalam World Trade Organization (WTO) dan ratifikasi WIPO Copyright Treaty 

(WCT), regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus mengalami eskalasi. HKI 

merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil pemikiran serta kreativitas manusia dalam 

wujud ide atau pendapat. Di Indonesia, instrumen hukum utama yang menjamin proteksi 

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara 

otomatis memberikan perlindungan berdasarkan asas deklaratif pasca karya tersebut 

diwujudkan (Undang-Undang No. 28, 2014). 

Hak cipta secara mendasar diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni hak moral 

dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan 

tidak dapat dihilangkan, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif bagi 

pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil eksploitasi 

karyanya (Ananda, 2022). Dalam konteks karya seni musik atau lagu, hak ekonomi ini 

mencakup aspek penerbitan, penggandaan, hingga pengumuman ciptaan untuk kepentingan 

komersial. 

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah 

paradigma konsumsi musik masyarakat secara signifikan. Saat ini, akses terhadap karya lagu 

telah beralih dari media fisik seperti piringan hitam atau kaset menuju platform digital seperti 

YouTube, Instagram, dan TikTok. Meskipun kemajuan ini memberikan dampak positif bagi 

sirkulasi karya, terdapat implikasi negatif berupa meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta, 

di mana konten yang memuat karya musik sering kali diunggah tanpa izin resmi dari pemilik 

hak terkait (Egawina, 2023). 

Pelanggaran terhadap hak ekonomi, seperti pembajakan dan penggunaan lagu secara 

komersial tanpa lisensi, terus menjadi tantangan serius bagi industri kreatif di Indonesia. Hal 

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dengan realitas praktik 

penegakan hukum di lapangan (Sinta, 2020). Padahal, berdasarkan teori kerja John Locke 

(Labor Theory), setiap individu memiliki hak mutlak atas hasil usahanya sendiri sebagai 

penghargaan atas proses kreatif dan pengorbanan yang telah dilakukan. 

Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi sengketa tersebut melalui berbagai regulasi 

tambahan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penarikan dan 

pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) guna 

menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak ekonomi (PP No. 56, 2021). Namun, efektivitas 

sistem ini masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta transparansi 

dalam mekanisme pengelolaan royalti. 
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Penegakan hukum yang bersifat represif, seperti melalui putusan Pengadilan Niaga, 

menjadi instrumen penting untuk memulihkan hak pencipta yang telah dilanggar. Beberapa 

kasus hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berupaya memberikan sanksi tegas 

bagi pelaku pelanggaran guna memberikan efek jera dan kepastian hukum. Melindungi hak 

ekonomi musisi bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan upaya krusial dalam 

menjaga ekosistem kreatif agar tetap produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap 

perekonomian nasional (Gulo, 2025). 

Berdasarkan kompleksitas permasalahan terkait urgensi perlindungan hak ekonomi 

pencipta lagu di tengah tantangan digitalisasi dan pembajakan, maka penelitian ini difokuskan 

pada analisis implementasi regulasi yang berlaku. Penulis memandang perlu untuk melakukan 

pengkajian mendalam mengenai sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu 

mengakomodasi kepentingan para pemegang hak. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dengan 

judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".  

 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar 

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis, dan menyeluruh mengenai pengaturan perlindungan hak ekonomi pemegang hak 

cipta atas lagu serta kendala dan upaya peningkatannya di Indonesia. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, khususnya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-

hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus 

hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi 

kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan-

bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Objek penelitian difokuskan pada 

perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di era digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian 

dianalisis secara kualitatif, di mana peneliti melakukan interpretasi dan konstruksi hukum 

terhadap norma-norma yang ada untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan sistematis. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi bagi pemegang hak 

cipta lagu di Indonesia telah memiliki fondasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi tersebut mencakup hak eksklusif pencipta untuk 

mendapatkan manfaat finansial melalui penerbitan, penggandaan, pendistribusian, hingga 

pertunjukan karya. Dalam implementasinya, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk memperkuat mekanisme penarikan dan 

pendistribusian royalti, khususnya di platform digital dan ruang publik.  

Data yang dikumpulkan mengidentifikasi bahwa proses penegakan hak ekonomi saat ini 

didukung oleh peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berfungsi sebagai 

satu-satunya pintu dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Selain itu, ditemukan bahwa 

instrumen hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti yang tertuang 

dalam WIPO Copyright Treaty (WCT), yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk 

mengontrol akses digital terhadap karya mereka. Namun, data di lapangan menunjukkan masih 

terdapat disparitas antara regulasi tersebut dengan jumlah royalti yang diterima oleh pencipta 

akibat belum optimalnya sistem pendataan lagu (SILM). 

 

2. Pembahasan 

 

Analisis terhadap perlindungan hak ekonomi mengungkapkan bahwa meskipun regulasi 

di Indonesia sudah bersifat progresif dengan menganut asas deklaratif, tantangan utama tetap 

terletak pada penegakan hukum di era digital yang sangat dinamis. Penggunaan lagu secara 

masif di platform media sosial sering kali terjadi tanpa mekanisme lisensi yang jelas, yang 

menurut teori hukum merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak eksklusif pencipta. 

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum yang diamanatkan oleh UU No. 28 

Tahun 2014 belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan praktik komersial di lapangan. 

Eksistensi hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan 

karya dalam berbagai bentuk, seperti penggandaan, pendistribusian, dan pertunjukan publik. 

Dalam konteks industri musik, komersialisasi karya tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta 

secara finansial, tetapi juga mencederai hak eksklusif yang dijamin oleh negara sebagai bentuk 

penghargaan atas karya intelektual. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat 

terhadap setiap entitas yang memanfaatkan karya lagu untuk kepentingan profit. Sementara 

peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi instrumen sentral dalam 

menjembatani kepentingan antara pengguna musik dan para pencipta lagu. Mekanisme 

penarikan royalti yang terpusat bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus 

memaksimalkan pendapatan bagi para pemegang hak melalui satu pintu administrasi. Namun, 

efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada transparansi data dan akurasi sistem informasi 

lagu agar setiap penggunaan karya dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi yang proporsional. 

Pembahasan mengenai kendala menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta menjadi hambatan sosiologis yang 

masih sulit diatasi. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap bahwa karya seni yang 

tersedia di ruang publik atau platform digital dapat digunakan secara bebas tanpa adanya 

kewajiban finansial kepada pencipta. Pemahaman yang keliru ini mengharuskan adanya 

edukasi hukum yang lebih masif mengenai konsep lisensi dan royalti di berbagai sektor industri. 

Jika dilihat dari perspektif yuridis, perlindungan hak ekonomi juga harus diselaraskan dengan 

perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan distribusi karya secara instan dan 

global. Implementasi WIPO Copyright Treaty (WCT) dalam hukum nasional memberikan 

legitimasi bagi pencipta untuk menerapkan tindakan perlindungan teknologi guna mencegah 

akses ilegal terhadap karya digital. Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan komitmen 

penyedia platform menjadi kunci utama dalam meminimalisir praktik pembajakan yang 

merugikan ekosistem kreatif. Hal lain juga berkaitan dengan hak ekonomi memiliki durasi 

perlindungan yang sangat panjang, yakni selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah 

pencipta meninggal dunia. Jangka waktu yang lama ini dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan kesejahteraan bagi ahli waris pencipta sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan atas 

warisan budaya yang ditinggalkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya melindungi 

kepentingan pencipta saat ini, tetapi juga menjaga nilai ekonomi karya tersebut bagi generasi 

mendatang. 
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Terkait dengan penggunaan lagu di tempat umum seperti kafe, restoran, dan hotel, PP No. 

56 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai kewajiban pembayaran 

royalti. Penjelasan dalam skripsi menekankan bahwa setiap bentuk "pengumuman" lagu yang 

memberikan nilai tambah pada suatu bisnis wajib memberikan kompensasi kepada pemilik hak. 

Tanpa mekanisme ini, terjadi eksploitasi ekonomi sepihak yang bertentangan dengan prinsip 

keadilan hukum yang dianut dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Ditinjau dari aspek 

perlindungan preventif, pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI) tetap memiliki peran krusial meskipun perlindungan lahir secara otomatis. Pendaftaran 

tersebut berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan yang sah di pengadilan apabila terjadi 

sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat pembuktian orisinalitas 

dalam karya musik sering kali menjadi titik krusial dalam proses litigasi pelanggaran hak 

ekonomi. Adapun fenomena cover lagu di media sosial yang sering kali mengabaikan aspek 

hak ekonomi pencipta aslinya. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk apresiasi, secara 

yuridis kegiatan tersebut memerlukan izin atau lisensi jika diunggah untuk tujuan komersial 

atau mendapatkan monetisasi. Penataan ulang atau aransemen baru terhadap sebuah lagu tetap 

harus menghormati hak ekonomi yang melekat pada komposisi asli agar tidak terjadi klaim 

kepemilikan sepihak. Upaya penegakan hukum melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga 

merupakan mekanisme represif untuk memulihkan kerugian yang dialami pemegang hak. Ganti 

rugi yang ditetapkan harus mencakup kerugian materil dan imateril yang dialami akibat 

pelanggaran tersebut. Proses ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku 

pelanggaran sekaligus mengukuhkan kewibawaan hukum hak cipta dalam melindungi aset 

intelektual nasional. Jika dihubungkan konteks manajemen kolektif, transparansi dalam 

distribusi royalti sering kali menjadi isu yang memicu ketidakpuasan di kalangan pencipta. 

Penjelasan dokumen menunjukkan bahwa perlu ada sistem audit yang independen dan 

akuntabel terhadap dana royalti yang dikelola oleh LMK. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa setiap rupiah yang ditarik dari pengguna benar-benar sampai kepada pencipta yang 

berhak sesuai dengan frekuensi penggunaan karyanya. Selain itu, tantangan digitalisasi 

menuntut adanya kerja sama internasional karena pelanggaran hak cipta sering kali bersifat 

lintas batas negara. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti di batas teritorial, terutama untuk 

karya-karya yang didistribusikan melalui platform streaming global. Indonesia sebagai bagian 

dari masyarakat internasional harus aktif dalam forum-forum global untuk memperjuangkan 

hak ekonomi para seniman lokal di kancah internasional.  

Pembahasan juga menyentuh aspek sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum 

remedium) dalam menangani pelanggaran hak cipta berskala besar. Penggunaan sanksi pidana 

ditujukan untuk tindakan pembajakan yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomi yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara 

memberikan perlindungan ganda, baik melalui jalur privat (perdata) maupun jalur publik 

(pidana). Secara teoretis, perlindungan hak cipta di Indonesia berpijak pada keseimbangan 

antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Meskipun hak ekonomi bersifat eksklusif, 

hukum juga memberikan pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan 

keamanan negara tanpa harus dianggap sebagai pelanggaran. Keseimbangan ini penting agar 

perlindungan hak cipta tidak menghambat kreativitas masyarakat luas dalam mengakses ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Keberadaan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang 

sedang dikembangkan pemerintah diharapkan menjadi solusi atas karut-marut data musik 

nasional. Dengan pusat data yang terintegrasi, setiap penggunaan lagu di berbagai platform 

dapat dipantau secara real-time, sehingga penghitungan royalti menjadi lebih akurat. Hal ini 

akan mengurangi sengketa antara pencipta dan lembaga pengelola royalti yang selama ini sering 

terjadi akibat perbedaan data penggunaan.  

Sebagai penutup pembahasan, penguatan sistem perlindungan hukum hak ekonomi secara 

holistik akan merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pilar baru ekonomi nasional. 

Dengan adanya kepastian hukum, para pencipta lagu akan lebih termotivasi untuk terus 
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berkarya tanpa rasa khawatir akan kehilangan hak ekonominya. Pada akhirnya, perlindungan 

ini bukan hanya tentang nilai uang, melainkan tentang menjaga martabat dan keberlangsungan 

identitas budaya bangsa Indonesia di mata dunia. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pertama, perlindungan hukum terhadap hak 

ekonomi bagi pemegang hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memberikan jaminan 

konstitusional bagi pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari karyanya, yang mencakup 

hak penerbitan, penggandaan, pendistribusian, hingga pengumuman ciptaan. Pengakuan 

terhadap hak ekonomi ini sejalan dengan teori kerja (labor theory), di mana setiap manifestasi 

kreatif intelektual yang diwujudkan dalam bentuk nyata wajib mendapatkan perlindungan 

hukum dan apresiasi finansial yang adil dari para pengguna karya tersebut. Hal kedua, 

implementasi penarikan dan pendistribusian royalti saat ini telah diperkuat dengan kehadiran 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu 

dan/atau Musik. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berfungsi 

sebagai instrumen sentral dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak di tengah 

masifnya penggunaan karya musik secara digital. Namun, efektivitas sistem ini masih 

memerlukan optimalisasi dalam hal keterbukaan informasi dan akurasi data melalui Sistem 

Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) guna meminimalisir terjadinya ketimpangan distribusi 

royalti kepada pencipta yang berhak. Hal ketiga, tantangan utama dalam perlindungan hak 

ekonomi di era digital adalah masih tingginya praktik pelanggaran hak cipta melalui platform 

daring dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha. Meskipun instrumen hukum 

nasional telah mengadopsi standar internasional seperti WIPO Copyright Treaty, penegakan 

hukum yang konsisten dan sinergi antar pemangku kepentingan tetap menjadi kunci 

keberhasilan. Diperlukan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi 

serta langkah-langkah preventif melalui edukasi hukum yang berkelanjutan guna memastikan 

ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia dapat tumbuh secara adil dan memberikan 

kesejahteraan bagi para pencipta karya seni. 
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